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ABSTRAK 

Pewarisan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan tergolong sangat beragam, 

dimana Pekalongan termasuk salah satu wilayah yang berbudaya Jawa dan memiliki 3 

wilayah geografis yakni Pesisir, Perkotaan, dan Pegunungan. Realitasnya pembagian 

harta warisan di masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan. Penelitian di 

lapangan menunjukkan terdapat 30 kasus pembagian warisan yang berbeda-beda di 

Kota dan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan wilayah yang ditempati. 10 kasus 

berada di wilayah Pesisir, 10 kasus berada di wilayah Perkotaan, dan 10 kasus berada 

di wilayah Pegunungan. Fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat 

Muslim Jawa Pekalongan menjadi bukti konkret bahwa pola pembagian harta warisan 

mereka memiliki pedoman budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga memiliki 

keberagaman pembagian harta warisan yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menggali atau memahami keberagaman tradisi pembagian harta 

warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan dan menganalisis perbedaannya. 

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan antropologi 

hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil 

subjek penelitian masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian harta warisan di 

Pekalongan baik pesisir, perkotaan, dan pegunungan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data 

menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dari data-data yang ada.  

Penelitian tentang pembagian warisan di masyarakat Muslim Pekalongan 

menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan 

geografi memengaruhi cara mereka membagi harta waris. Masyarakat muslim pesisir 

cenderung memberikan lebih banyak kepada laki-laki karena dominasi ekonomi dan 

pandangan agama yang patriarki. Masyarakat muslim pegunungan, perempuan 

mendapatkan lebih banyak karena mereka dominan dalam pekerjaan dan pemahaman 

agama yang progresif. Sementara masyarakat muslim di perkotaan, pembagian warisan 

cenderung setara karena nilai-nilai modern dan kesetaraan ekonomi antara laki-laki dan 

perempuan. Adaptasi ini menjadi tujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, 

dan membentuk cara berbeda dalam pembagian warisan di tiga wilayah tersebut. 

Pembagian harta warisan di wilayah Pekalongan mencerminkan harmoni antara hukum 

Islam dan adat. Masyarakat daerah pesisir, praktik waris mengintegrasikan hukum 

Islam dengan tradisi lokal, menghasilkan pembagian tanpa konflik. Masyarakat daerah 

perkotaan, kesetaraan gender tercermin melalui interaksi adil antara hukum Islam dan 

adat, didukung oleh budaya modern. Kemudian masyarakat daerah pegunungan, 

meskipun tidak sepenuhnya mengikuti fikih klasik, kesepakatan ahli waris 

menunjukkan nilai-nilai keadilan Islam. Interaksi ini menunjukkan bahwa hukum Islam 

dan adat dapat berjalan berdampingan secara harmonis, mencerminkan dinamika sosial 

dan budaya yang terbuka terhadap perubahan. Berbagai dasar penentuan pembagian 

harta warisan di Pekalongan menunjukkan variasi tergantung pada sistem, nilai, dan 

keyakinan masyarakat setempat, tetapi semuanya didasarkan pada nilai-nilai Islam 

yang memberikan legitimasi atas praktik tersebut. 

 

Kata Kunci : Perbedaan tradisi, hukum kewarisan, hukum Islam dan hukum adat. 
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MOTTO 

يٰ ُّهٰا ٱلنَّاسُ إِنََّّ خٰلٰقۡنٰٓكُم مِ ن ذكٰٰر  اأِِ َٰ ا وٰقٰ بٰ ٖ  وٰأنُثٰىٓ وٰجٰعٰلۡنٰٓكُمۡ شُعُوب ٖ  يَأٰٓ
ْۚ
لتِٰ عٰارٰفُ وأا 

قٰىٓكُمْۡۚ إِنَّ ٱللََّّٰ عٰلِيمٌ خٰبِير ١٣ ٖ  إِنَّ أٰكۡرٰمٰكُمۡ عِندٰ ٱللََِّّ أتٰ ۡ  
        Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-

Hujurat [49]: 13) 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum 

diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut:  

A. Konsonan 

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini 

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan ttik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain  G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

a =   أ   a =   أ  

i  =  أ   ai = ي  i = ي  

       u =   أ   au =   و أ   u =   و أ  
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C.  Ta Marbutah 

Ta Marbutah dilambangkan dengan  /t/ 

Contoh: 

جميلة مرأ ة   ditulis mar' atun jamilah 

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ 

Contoh: 

فاطمة    ditulis fatimah.   

D. Syaddad (tasydid, geminasi) 

        Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang dibri tanda syaddad tersbut. 

Contoh:  

 ditulis Rabbana ربنا  

 

E. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis asy-syamsu الشمس  

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/  diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan. 

Contoh: 

 ditulis al-qamar القمر   
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F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan spotrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu  أ مرت   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dilegislasikan 

dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 

1991.1 Namun demikian, ketentuan hukum tersebut tidak serta merta 

menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai dampak dari keragaman sistem 

kewarisan yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia.2 

Pada realitasnya, penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum 

kewarisan Islam belum diimplementasikan secara maksimal yang pada 

akhirnya berimbas pada pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang 

sangat beragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan ketentuan 

dalam hukum Islam.3 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 1998), hlm. i. 

2 Wahidah, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, 

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 20:1, (2022), hlm. 131. Kemudian lihat di 

Muhammad Hasan, “Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges 

at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam Volume 7, No. 2, July 2023, hlm. 651-652. 

3 Ilyas Ilyas, “The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of 

Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives Ilyas Il”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam, Vol. 7:2 (July 2023), hlm. 899. Kemudian Tarmizi, “Inheritance System of Bugis 

Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)”, 

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020, hlm. 182  
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Secara umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang 

dianut masyarakat.4 Pertama, hukum kewarisan yang dilaksanakan 

berlandaskan syariat Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ilmu faraidh.5 

Kedua, hukum kewarisan adat yang keberadaannya bersifat plural dan selalu 

diwariskan dari generasi ke generasi.6 Ketiga, hukum kewarisan berdasarkan 

KUH Perdata atau Burgelick Wetbook.7 Diantara tiga jenis sistem hukum 

kewarisan tersebut, yang paling mendominasi dalam praktik pewarisan 

masyarakat adalah hukum kewarisan Islam serta hukum hukum kewarisan 

adat. Penyebabnya adalah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

dan terdiri dari berbagai suku, sehingga dalam pembagian warisan juga sangat 

beragam mengikuti ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah.8 Salah satu 

bukti konkretnya terjadi di Pekalongan, berdasarkan data yang diperoleh di 

lapangan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan mayoritas beragama Islam9, 

namun dalam pendistribusian harta warisan tidak selalu menerapkan hukum 

kewarisan Islam secara menyeluruh. Masyarakat Muslim Jawa Pekalongan 

                                                             
4 Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the 

Pluralism of Customary Law in Indonesia,” Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 

5, no. 2 (2018), p. 315–329. 

5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4 

6 Arskal Salim, “Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal 

Coexistence and Asymmetric Contestation,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 

Vol. 5:2 (Desember 2021), hlm. 529. 

7 Cindy Aoslavia, “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan 

Hukum Perdata Barat”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10:1, (Juni 2021), hlm. 55. 

8 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam, 

(Yogyakarta: t.p, 1976), hlm. 102. 

9 Badan Pusat Statistika, 2023. 
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umumnya menerapkan pewarisan secara kekeluargaan yang pembagiannya 

dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu, pembagian warisan dilakukan 

setelah tercapai kesepakatan di antara para ahli waris. Pewarisan masyarakat 

Muslim Jawa Pekalongan pada dasarnya dilaksanakan dengan berlandaskan 

pada asas kekeluargaan dan beberapa masyarakat Muslim perhitungan 

pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup, namun pembagian 

hartanya akan terbagi setelah pewaris meninggal dunia. Alternatif tersebut 

dipilih pewaris agar memiliki kekuasaan dalam menentukan kadar bagian 

setiap calon ahli warisnya.10  

Pewarisan masyarakat Muslim Jawa Pekalongan tergolong sangat 

beragam, dimana Pekalongan termasuk salah satu wilayah yang berbudaya 

Jawa dan memiliki 3 wilayah geografis yakni Pesisir, Perkotaan, dan 

Pegunungan. Realitasnya pembagian harta warisan di masing-masing wilayah 

tersebut memiliki perbedaan. Penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 30 

kasus pembagian warisan yang berbeda-beda di Kota dan Kabupaten 

Pekalongan sesuai dengan wilayah yang ditempati. 10 kasus berada di wilayah 

                                                             
10 Observasi kehidupan masyarakat Muslim di Pekalongan, Jawa Tengah, 2-3 September 

2023 
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Pesisir11, 10 kasus berada di wilayah Perkotaan12, dan 10 kasus berada di 

wilayah Pegunungan.13  

Tabel 1.1 

Keberagaman Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim 

Pekalongan14 

No Informan Wilayah Pembagian 

1 Keluarga A 
Pesisir 

(Desa Api-Api, Kecamatan 

Wonokerto, Kabupaten 

Pekalongan) 

Lebih banyak 

laki-laki 

2 Keluarga B 

3 Keluarga C 

4 Keluarga D 

5 Keluarga E 

6 Keluarga A 
Pesisir 

(Desa Siwalan, Kecamatan 

Siwalan, Kabupaten 

Pekalongan) 

Lebih banyak 

laki-laki 

7 Keluarga B 

8 Keluarga C 

9 Keluarga D 

10 Keluarga E 

11 Keluarga A 
Perkotaan 

(Kelurahan Kauman, 

Kecamatan Pekalongan 

Timur, Kota Pekalongan) 

Cenderung setara 

12 Keluarga B 

13 Keluarga C 

14 Keluarga D 

15 Keluarga E 

16 Keluarga A 
Perkotaan 

(Kelurahan Kuripan Lor, 

Kecamatan Pekalongan 

Selatan, Kota Pekalongan) 

Cenderung setara 

17 Keluarga B 

18 Keluarga C 

19 Keluarga D 

20 Keluarga E 

21 Keluarga A 
Pegunungan 

(Desa Luragung, Kecamatan 

Kandang Serang, Kabupaten 

Pekalongan) 

Lebih banyak 

perempuan 

22 Keluarga B 

23 Keluarga C 

24 Keluarga D 

25 Keluarga E 

                                                             
11 Wawancara dengan Slamet dan Anam, Kepala Desa Bebel dan Desa Depok, 4 September 

2023 

12 Wawancara dengan Joko dan Andi, Lurah Kelurahan Kaputran dan Podosugih, 5 

September 2023 

13 Wawancara dengan Misbah dan Khorul, Desa Bubah dan Desa Banjarsari, 6 September 

2023 

14 Observasi kehidupan masyarakat Muslim di Pekalongan, Jawa Tengah, 2-3 September 

2023. 
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26 Keluarga A 
Pegunungan 

(Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Lebakbarang, 

Kabupaten Pekalongan) 

Lebih banyak 

perempuan 

27 Keluarga B 

28 Keluarga C 

29 Keluarga D 

30 Keluarga E 

Sumber: Data Penelitian di Lapangan 

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat keragaman signifikan dalam 

praktik pembagian harta warisan berdasarkan wilayah geografisnya. Wilayah 

Pesisir cenderung didominasi oleh laki-laki dalam pembagian warisan, wilayah 

Perkotaan melaksanakan pembagian secara lebih setara, sementara wilayah 

Pegunungan lebih banyak melibatkan pihak perempuan. Fakta-fakta tersebut 

menunjukkan adanya keragaman tradisi pembagian harta warisan dalam 

masyarakat Muslim Jawa Pekalongan. Keberagaman tradisi pembagian 

warisan tersebut menjadi hal yang lumrah dilakukan di masing-masing wilayah 

Pekalongan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Hal 

ini menunjukan bahwa dalam lingkungan yang beragam seperti di Pekalongan, 

tradisi pembagian warisan menjadi cerminan dari pluralitas sosial dan budaya 

yang berkembang di masyarakat setempat. 

Jika merujuk pada paham mayoritas ulama yang berkembang hingga 

saat ini, formula bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan 

adalah 2:1.15 Namun dalam praktiknya, formula tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat16 termasuk 

                                                             
15 Defel Fakhyadi, “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 21:1, (2021), hlm. 2-4 

16 Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan 

Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 18:1 (Agustus 2018), hlm. 2-3. 
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masyarakat Muslim Jawa Pekalongan. Fakta tersebut yang kemudian 

mendorong Munawir Sjadzali untuk melahirkan gagasan yang bisa menjawab 

kebutuhan hukum dengan mengedepankan umat Islam.17 Munawir Sjadzali 

menyoroti penafsiran tesktual Q.S. an-Nisa’ (4): 11 yang dijaikan dalil hukum 

kewarisan Islam dan menganggap bahwa formula tersebut tidak lagi 

akomodatif. Munawari Sjadzali menggagas reaktualisasi hukum Islam dalam 

hal kewarisan bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat menerima bagian 

warisan menggunakan standard keadilan yang disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat.18 Hal tersebut juga senada dengan dikemukakan oleh Lawrence 

Friedman, budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui 

sikap dan tindakan suatu masyarakat, beserta nilai-nilai yang dianutnya dalam 

menanggapi tindakan hukum. Sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum, 

budaya hukum dapat diidentifikasikan berdampak positif maupun negatif 

terhadap perilaku manusia ketika berhadapan dengan hukum.19 Dapat 

disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang 

berkembang dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sikap hukum yang 

mempengaruhi perkembangan masyarakat tersebut.20  

                                                             
17 Munawir Syadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimass, 

1989), hlm. 2. 

18 Munawir Syadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimass, 

1989), hlm. 8. 

 19 Arista Windi, “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari 

Saudara Kandung Menurut Hukum Adat.” Jurnal Hukum Uniski, 6, No. 1, (2017), hlm. 54. 

https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48 

20 Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cet. I Diterjemahkan oleh 

M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 121. 

https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48
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Fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Jawa 

Pekalongan menjadi bukti konkret bahwa pola pembagian harta warisan 

mereka memiliki pedoman budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga 

memiliki keberagaman pembagian harta warisan yang unik. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menggali atau memahami keberagaman tradisi 

pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan dan 

menganalisis perbedaannya. Sehingga dari uraian permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas mendorong minat untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “KEBERAGAMAN TRADISI PEMBAGIAN HARTA 

WARISAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:  

1. Bagaimana tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim 

Pekalongan? 

2. Mengapa terjadi perbedaan pembagian harta warisan dalam masyarakat 

Muslim Pekalongan? 

3. Apa yang menjadi dasar penentuan pembagian harta warisan di masyarakat 

Muslim Pekalongan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memahami secara mendalam keberagaman tradisi pembagian harta 

warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan. 

b. Menganalisis terjadinya perbedaan pembagian harta warisan dalam 

masyarakat Muslim Pekalongan. 

c. Menganalisis dasar penentuan pembagian harta warisan di masyarakat 

Muslim Pekalongan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis; Diharapkan dapat memberikan informasi atau 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, di bidang hukum keluarga 

Islam. Khususnya dalam bidang tradisi pembagian harta warisan dalam 

kalangan masyarakat Muslim. 

b. Secara Praktis; Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait tradisi 

pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Tradisi pembagian harta warisan dalam kehidupan masyarakat Muslim 

Pekalongan telah dikaji oleh beberapa akademisi dan peneliti dari beragam 

perguruan tinggi. Para peneliti melakukan penelitian di beberapa wilayah 

Pekalongan dengan kajian dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga hasil 

penelitian yang dihasilkan bervariatif. Pembahasan di dalamnya berkaitan 
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dengan topik yang beragam, beberapa diantaranya terkait dengan tradisi pada 

suatu wilayah tertentu, sebab tertentu, akibat tertentu, hukuman tertentu, serta 

pendekatan yang digunakan. Menganalisis kebiasaan pembagian harta warisan 

di salah satu wilayah Pekalongan saja dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi hukum merupakan tema yang umum dalam publikasi saat ini. Meski 

demikian, kajian seputar tradisi pembagian harta warisan di wilayah 

Pekalongan masih belum menyeluruh dan masih sangat luas untuk dikaji lebih 

lanjut. 

Salah satu kajian yang menggunakan pendekatan yuridis-sosiologi 

hukum adalah Nur Hakiki, dimana pada penelitiannya mengkaji tradisi 

pembagian harta waris yang berbeda yakni pembagian harta waris bagi anak 

perempuan bungsu di desa Bubak Kabupaten Pekalongan. Hasil dari penelitian 

ini yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di 

Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya 

menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu 

mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya. 

Secara teori tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat 

disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta 

menerima semua hasil keputusan bersama. Sehingga secara garis besar 

pembagian harta waris di Desa Bubak tidak melanggar Hukum Islam, yang 
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bertujuan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar 

keluarga.21 

Adapun terdapat beberapa penelitian lain di luar wilayah Pekalongan 

yang mengkaji tradisi pembagian harta warisan di beberapa wilayah Indonesia 

dengan menggunakan metode empiris melalui pendekatan antropologi hukum 

dan sosiologi hukum. Di antaranya: Pertama, artikel jurnal Abdullah dan 

Akhmad Syahri, (2020) dengan judul “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”.22 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengekplorasi tentang tradisi 

pembagian waris, faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris dan 

solusi dalam membumikan waris Islam di Gunungsari, kabupaten Lombok 

Barat. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, tradisi pembagian waris menggunakan lima 

metode, antara lain: 1) Pembagian harta warisan dengan memusatkan kepada 

anak laki-laki tertua; 2) Memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang 

kekuasaan penuh; 3) Harta warisan terbagi menjadi “harta mame” untuk laki-

laki “harta nine” untuk perempuan dan laki-laki; 4) Pembagian dengan 

sukarela; 5) Pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris 

Islam. Sedangkan faktor-fator yang menyebabkan tradisi pembagian, meliputi 

faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat, penegak hukum waris 

                                                             
21 Nur Hakiki, “Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak 

Kabupaten Pekalongan”, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1:2 (2021), hlm. 114. 

22 Abdullah dan Akhmad Syahri, “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18:1, (Juni 2020), hlm. 67-84. 
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Islam yang kurang maksimal, materi hukum yang sulit dipahami masyarakat. 

Solusi untuk membumikan hukum waris Islam yaitu dengan sosialisasi kepada 

tokoh agama, pendidikan waris yang maksimal dan massif ke masyarakat, dan 

pengontrolan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum pembagian waris di 

luar Islam.  

Kedua, tesis Muhamaad Hasan Nasution, (2020) dengan judul: “Hukum 

Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten 

Mandailing Natal”.23 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan 

Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat 

Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling 

diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat 

Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian 

warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan 

musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.  

Ketiga, tesis Saberiani, (2021) dengan judul: “Pembagian Harta 

Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis 

Bone”.24 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat lapangan. 

Hasil penelitian menunjuukan bahwa anak perempuan lebih diprioritaskan 

                                                             
23 Muhamaad Hasan Nasution, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di 

Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera 

Utara Medan, 2020. Di akses dari http://repository.uinsu.ac.id/10427/1/izasah.pdf 

24 Saberiani, “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan 

Masyarakat Bugis Bone”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2021. Diakses dari https://digilib.uin-

suka.ac.id/id/eprint/49876/1/19203012045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 
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dalam praktik pewarisan masyarakat Bugin Bone dengan adanya bagian khusus 

berupa rumah maupun harta ampikale. Hukum kewarisan yang bersifat 

normatif mengalami transformasi sebagai reaksi ketentuan nas dengan faktor 

sosial, ekonomi, hukum adat serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat 

perbedaan dengan system kewarisan Islam. Memprioritaskan anak perempuan 

dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai 

kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga. 

Pewarisan masyarakat Bugis yang disebut mappammana secara umum telah 

mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Praktik pewarisan masyarakat 

Bugis dilakukan setelah menggelar tudang sipulung (musyawarah) di antara 

keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris 

telah memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris 

bersama anak perempuan sebelum memberikan surat ketika anak laki-laki 

mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli 

waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan 

perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan 

kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai al-sulhu dalam Islam.  

Keempat, disertasi Sakban Lubis, 2020 dengan judul: “Pembagian 

Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis 

Hukum Islam Di Mandailing Natal)”.25 Penelitian ini menggunakan metode 

                                                             
25 Sakban Lubis, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal 

(Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”, Disertasi Program Studi Hukum Islam UIN 

Sumatera Utara Medan, 2020. Diakses dari 

http://repository.uinsu.ac.id/9395/7/Disertasi%20Sakban%20Lubis%20Untuk%20Repository%20

UIN%20SU%20Final.pdf 
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kualitatif dengan pendekatan ilmu sosial. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pelaksanaan hukum waris masyarakat muslim Mandailing dipengaruhi 

oleh tradisi Keislaman yang sudah sejalak lama masuk ke Mandailing Natal, 

dalam hal pembagian warisan tingkat pengetahuan masyarakat tentang waris 

amsih rendah, menggunakan mufakat yaitu mengumpulkan furud keluarga 

untuk bermusyawarah dalam membagi warisan. Ciri musyawarah untuk 

mufakat dalam keluarga, faktor masalah dalam pembagian warisan karena 

pengaruh keberagamaan, perkawinan, dan belum ada sanksi dalam pembagian 

warisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Ulama 

(Ketauladanan Malim kampung), Adat (tradisi turun temurun), pendidikan dan 

masuknya budaya lain ke Mandailing. 

Kelima, tesis Abdurrahman Wahid, 2021 dengan judul: “Pembagian 

Warisan Pada Masyarakat Islam Melayu Jambi Studi Kasus Di Desa Semabu, 

Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo”.26 Metode penelitian dalam tesis ini adalah 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan 

untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan hukum waris adat dengan membagi 

bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama banyak, dan berdasarkan 

hukum waris islam yang mana anak laki-laki mendapakan dua bagian dari pada 

anak perempuan, (2) factor pembagian hukum waris adat yaitu Menghindari 

                                                             
26 Abdurrahman Wahid, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing 

Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)”, Tesis Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021. Diakses dari 

http://scholar.unand.ac.id/78910/1/cover%20dan%20abstrak.pdf. 
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konflik, Kurangnya pengetahuan terhadap agama, Adat istiadat, Tali 

persaudaraan, Faktor ekonomi dan faktor pembagian berdasarkan hukum waris 

islam yaitu Faktor agama, Faktor kesepakatan dari ahliwaris, Faktor 

pendidikan (3) Penyelelesai persoalan tentang pembagian hukum waris pada 

masyarakat DesaSemabu yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah 

dan mufakat.  

Keenam, artikel jurnal Gusti Muzainah dan Firqah Annajiyah, 2022 

dengan judul: Penelitian “The Integration of Islamic Law and Banjarese 

Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim 

Community in Banjarmasin, South Kalimantan”.27 Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persebaran warisan Tionghoa Muslim di Banjarmasin. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian 

lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi 

hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya integrasi hukum, dimana 

perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai ahli waris. Hak yang 

sama ini bertentangan dengan hukum adat Cina yang eksklusif dibagikan 

kepada anak laki-laki namun sesuai dengan hukum waris Islam dan hukum adat 

Banjar. Karena agama tidak dianggap sebagai penghalang warisan, sebagian 

besar Muslim Tionghoa lebih memilih (untuk mematuhi) hukum adat. 

Keturunan Cina Muslim di Banjarmasin dapat mendistribusikan warisan 

                                                             
27 Gusti Muzainah dan Firqah Annajiyah, “The Integration of Islamic Law and Banjarese 

Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in 

Banjarmasin, South Kalimantan”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6:2, 

(Juli-Desember 2022), hlm. 678-702. 
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mereka dengan mengikuti salah satu dari tiga cara: musyawarah ahli waris 

tradisional, warisan yang tidak dibagikan, dan pembagian menurut hukum 

waris Islam. Meskipun hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris 

Islam, namun Muslim Tionghoa di Banjarmasin tidak sepenuhnya tunduk 

padanya. Dengan keragaman agama dalam keluarga, mereka mengutamakan 

konsep kerukunan dan kekeluargaan untuk menghindari perselisihan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran warisan Tionghoa 

Muslim di Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris dan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

integrasi hukum, dimana perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai 

ahli waris. Hak yang sama ini bertentangan dengan hukum adat Cina yang 

eksklusif dibagikan kepada anak laki-laki namun sesuai dengan hukum waris 

Islam dan hukum adat Banjar. Karena agama tidak dianggap sebagai 

penghalang warisan, sebagian besar Muslim Tionghoa lebih memilih (untuk 

mematuhi) hukum adat. Keturunan Cina Muslim di Banjarmasin dapat 

mendistribusikan warisan mereka dengan mengikuti salah satu dari tiga cara: 

musyawarah ahli waris tradisional, warisan yang tidak dibagikan, dan 

pembagian menurut hukum waris Islam. Meskipun hukum yang berlaku bagi 

mereka adalah hukum waris Islam, namun Muslim Tionghoa di Banjarmasin 

tidak sepenuhnya tunduk padanya. Dengan keragaman agama dalam keluarga, 

mereka mengutamakan konsep kerukunan dan kekeluargaan untuk 

menghindari perselisihan.  
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Ketujuh, Zaynal Zaynal, dkk, 2022 dengan judul: “Praktik Pembagian 

Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan 

Kepahiang”.28 .Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif 

kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Strategi pengambilan sampel 

bola salju digunakan dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi pemeriksaan informasi yang 

peneliti kumpulkan dari wawancara yang dilakukan di lapangan dan 

mengolahnya berulang kali untuk menarik kesimpulan dari temuan 

penelitian.Penelitian ini menyimpulkan bahwa, ada beberapa yang hal 

mendasari pembagian harta waris secara merata untuk memutuskan 

menyeimbangkan rasio pembagian waris laki-laki dan perempuan, 

kesenjangan ekonomi, menghindari perselisihan dalam keluarga, tradisi 

pembagian warisan. Pembagian harta waris secara sama rata menimbulkan 

dampak positif yaitu, hubungan keluarga bisa lebih baik dan erat, mencapai 

kedamaian, tidak banyak memakan waktu dalam membagi harta waris. 

Dampak negative yaitu hak kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, 

menimbulkan kecemburuan sosial. Pembagian harta warisan secara sama rata 

yaitu masing-masing ahli waris harus mengetahui bagiannya, para ahli waris 

sepakat untuk bermusyawarah, dimana mereka membagi harta warisan dan 

hasilnya adalah nisbah 1:1.  

                                                             
28 Zaynal Zaynal, dkk, ““Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan 

Perempuan Di Kecamatan Kepahiang”, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 

Vol. 16:6, (November - Desember 2022), hlm. 2172-2185. 
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Kedelapan, Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu, dkk, 2019 dengan judul: 

“Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: 

Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya”.29 Penelitian ini 

menjelaskan bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat 

Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya sesuai 

kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa waris mengedepankan perdamaian 

dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan 

musyawarah untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. 

Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat 

tersebut diakui secara mutlak dan juga memberlakukan hukum farā’id terlebih 

dahulu kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip 

perdamaian.  

Kesembilan, artikel jurnal Lalu Supriadi Bin Mujib (2019), dengan 

judul: “Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam penyelesesaian kasus sengketa 

tanha waris pada masyarakat Sasak”.30 Hasil penelitian menunjukkan bahwa,: 

praktek pembagian tanah waris mengikuti berbagai cara, antara lain, Pertama 

Hibah, musyawarah, dan faraid. Kedua, faktor penyebab munculnya kasus 

sengketa tanah waris adalah kserakahan dan ketamahan, kurangnya sosialisasi 

mengenai hukum waris Islam, ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum 

                                                             
29 Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu, dkk, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan 

Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya”, Al-

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII:2, (Desember 2019), hlm. 203-216 

30 Lalu Supriadi Bin Mujib, “Revitalisasi Hukum Waris Islamdalam Penyelesaian Kasus 

Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak”, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan 

Kemanusiaan, Vol.19:1 (2019), hlm. 67-85. 
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waris Islam. Ketiga, revitalisasi menjadi penting dilakukan karena sebagai 

bentuk pelaksanaan perintah agama dan merupakan ketaaan kepada Allah dan 

dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hukum waris Islam menjadi solusi bagi kasus sengketa 

tanah waris yang terjadi pada masyarakat Sasak. Perbedaan kajian Lalu 

Supriadi Bin Mujib focus pada tradisi pembagian waris di Desa Marong 

Kecamatan Praya Tengah, sedangkan penelitian ini memiliki fokus di lokasi 

yang lebih spesifik yakni di Desa Marong Kecamatan Praya Tengah dengan 

menggunakan antropologi hukum. 

Kesepuluh, Aliyadi, 2023 dengan judul: “Eksistensi Pembagian 

Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar)”.31 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fıeld research) atau 

penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 

pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang 

melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum. 

Adapaun lokasi penelitian yang dilaksanakan ada 5 (lima) Desa dan ada 10 

kasusdalam penerapan pembagian kewarisan tunggu haul yang ada di 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa harta tunggu haul yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Sungai 

Tabuk adalah berupa tanah persawahan. Masyarakat di Kecamatan Sungai 

Tabuk mengikuti sistem individual dan mayorat (mixed). Mereka juga 

                                                             
31 Aliyadi, “Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari 

Banjarmasin, 2023. 
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mengutamakan ishlâh atau “adat badamai” dalam penyelesaian perhitungan 

harta warisan.Berdasarkan dari 10 kasus yang penulis teliti, pembagian harta 

warisan tunggu haul disebabkan oleh; harta tunggu haul sudah dilakukan secara 

turun temurun, meringankan biaya kegiatan haul, menghindari adanya utang 

piutang kepada pihak lain, menghindari iri dengki, menghindari 

ketidakberkahan harta waris, tanda bakti kepada orang tua, amanah dari 

pewaris. 

Kesebelas, artikel jurnal Zainal Arifin Haji Munir, 2021 dengan judul: 

“Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of 

Sasak Community in Lombok”.32 Artikel ini bertujuan untuk melihat beberapa 

pola penyelesaian sengketa warisan dalam tradisi masyarakat Lombok 

(komunitas Sasak). Ini berasal dari penelitian lapangan kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan hukum teoritis dan empiris. Data diperoleh melalui 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat Lombok sering 

menunda pembagian warisan, yang akhirnya menyebabkan masalah. Menurut 

hukum adat Lombok, penundaan warisan dilakukan karena beberapa faktor 

budaya, yaitu: keberadaan orang tua (baik ayah atau ibu), keberadaan ahli 

waris, dan kondisi ahli waris. Selain faktor-faktor ini, beberapa konsekuensi 

muncul termasuk kehilangan hak kepemilikan, perubahan bagian warisan, 

kehilangan hak warisan, kerentanan terhadap manipulasi, dan memicu konflik 

keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pembagian tanah 

                                                             
32 Zainal Arifin Haji Munir, “Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the 

Tradition of Sasak Community in Lombok”, Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 

20:2, (2021), hlm. 225-250. 
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warisan dilakukan dengan berbagai cara seperti hibah, diskusi, dan faraid. 

Kedua, faktor yang memengaruhi kasus sengketa tanah adalah keserakahan dan 

kurangnya informasi tentang sistem hukum warisan. Ketiga, revitalisasi 

penting karena diatur dalam ajaran Islam dan dianggap mutlak bagi masyarakat 

Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Warisan Islam 

adalah metode yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tanah dalam 

komunitas Sasak. 

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, penelitian terdahulu 

memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan meneliti ruang riset 

subyek yang sama mengenai pembagian warisan. Namun terdapat perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu secara khusus penelitian ini 

menganalisis keberagaman tradisi pembagian masyarakat muslim di 

Pekalongan. Penelitian ini memaparkan keberagaman tradisi pembagian waris 

di seluruh wilayah Pekalongan baik wilayah pesisir, perkotaan, dan 

pegunungan dari sisi historis interaksi, dinamika, dan struktur 

fungsionalkeberagaman tradisi-tradisi di masyarakat Muslim setempat. 

Kemudian menganalisis perbedaan serta landasan dasar yang dianut oleh 

masyarakat Muslim melalui pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

tradisi-tradisi pembagian warisan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat 

Muslim Pekalongan, sehingga pola pembagian warisan yang terbentuk di 

masyarakat Muslim bisa diketahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan 

landasan yang dianutnya secara lebih menyeluruh. 
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E. Kerangka Teoritik 

Fokus kajian pada penelitian ini adalah keberagaman tradisi pembagian 

harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan sehingga untuk 

menjelaskannya menggunakan pendekatan antropologi hukum. Adapun teori-

teori yang dapat membantu memecahkan penelitian ini, diantaranya:  

1. Teori struktural fungsional (Talcott Parsons) 

Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog 

kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional 

dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. 

Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang 

ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile 

Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Talcott Parsons merupakan 

tokoh yang mendominasi Teori sosial sejak perang dunia kedua sampai 

pertengahan 1960-an. Menurut Talcott Parsons Teori structural fungsional 

adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang 

analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi 

masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus 

karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli Teori kontemporer. 

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri 

atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut Teori 

Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada 
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dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-

elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.33 

Menurut teori struktural fungsional bahwa masyarakat dipandang 

sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau 

substansi yang saling berhubungan. Prinsip teori Talcott Parsons adalah 

bahwa tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Pada sisi tindakan itu 

terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur 

lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Teori struktural 

fungsional berlandaskan pada kenyataan alam yang hidup secara teratur 

dengan adanya suatu sistem tanpa adanya kekacauan, seperti matahari selalu 

terbit dari sebelah timur dan terbenam selalu di sebelah barat. Bulan selalu 

terbit pada malam hari sedangkan matahari di siang hari, serta berbagai 

fenomena alam lain yang secara teratur beredar sesuai sistemnya. Selain itu, 

struktural fungsional dipengaruhi pula oleh pemikiran biologis yang 

menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, terdiri dari berbagai 

macam organ yang saling ketergantungan, di mana ketergantungan tersebut 

merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat 

bertahan hidup. Oleh karena itu, teori struktural fungsional memiliki tujuan 

untuk mencapai keteraturan sosial. Teori structural fungsional dicetuskan 

oleh Talcott Parsons. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam 

kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan 

                                                             
33 Shaun Best, Talcott Parsons: Despair and Modernity, (Surrey: Ashgate Publishing 

Limited, 2015), hlm. 1-6 
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posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Pendekatan struktural 

fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu 

masyarakat.34  

Teori struktural fungsional beranggapan bahwa masyarakat itu 

merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk 

keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi 

persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik 

yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa 

perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu 

konsekuensi adanya persyaratan fungsional.35 Perlu diketahui ada fungsi-

fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu 

adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Empat 

persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem 

yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri 

secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme 

tingkat perkembangan evolusioner. Perlu diketahui bahwa sekalipun sejak 

semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi 

akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan 

niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai 

hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku 

                                                             
34 Shaun Best, Talcott Parsons: Despair and Modernity, (Surrey: Ashgate Publishing 

Limited, 2015), hlm. 39-43 

35 Dewi Wulansari, Sosiologi: Konsep dan Teori, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 

hlm. 174. 
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pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk 

pada sibernetika teori sistem yang umum. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa 

perkembangan masyarakat itu melewati empat proses perubahan struktural, 

yaitu pembaharuan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya Talcott 

Parsons menghubungkannya dengan empat persyaratan fungsional di atas 

untuk menganalisis proses perubahan.36 Pemikiran Talcott Parsons empat 

persyaratan fungsional yaitu tentang AGIL.37 AGIL singkatan dari 

Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency. Sistem tindakan hanya 

akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Menurut karya berikutnya, 

The Social System, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam 

istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat berberapa macam motivasi, antara 

lain kognitif, chatectic, dan evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang 

bertanggungjawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, 

apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai modes of 

orientation. Unit tindakan oleh karenaya melibatkan motivasi dan orientasi 

nilai dan memiliki tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai 

dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor.38  

Adapun cara kerja teori ini dalam menganalisis fokus kajian 

penelitian, sebagai berikut: pertama, Adaptation (adaptasi). Konsep 

                                                             
36 Talcott Parsons, The structure of social action, (New York: McGrawHill, 1937), Shaun 

Best, Talcott Parsons: Despair and Modernity, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2015), hlm. 

1-6, Kemudian lihat di George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: 

PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 240-241. 

37 Ian Crab, Teori-Teori Sosial Modern, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 68. 

38 George Ritzer, Sociological Theory, (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 242-252 
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adaptasi membantu dalam memahami bagaimana masyarakat beradaptasi 

dengan perubahan dalam tradisi pembagian harta warisan. Dalam konteks 

penelitian ini, analisis adaptasi dapat memberikan wawasan tentang cara 

masyarakat Muslim Pekalongan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor 

seperti modernisasi atau globalisasi yang mempengaruhi cara mereka 

membagi harta warisan. Kedua, Goal Attainment (pencapaian tujuan). 

Konsep pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk 

mencapai tujuan mereka terkait dengan pembagian harta warisan. Dalam 

penelitian ini, perlu dianalisis apakah tradisi pembagian harta warisan di 

Pekalongan membantu masyarakat mencapai tujuan mereka, seperti 

keadilan atau stabilitas ekonomi. Ketiga, Integration (integrasi). Konsep 

integrasi membantu dalam memahami bagaimana elemen-elemen dalam 

masyarakat saling terkait. Dalam penelitian ini, penelitian integrasi dapat 

menggambarkan peran tradisi pembagian harta warisan dalam menjaga 

solidaritas sosial dan hubungan antaranggota masyarakat di Pekalongan. 

Keempat, Latency (pemeliharaan pola). Konsep pemeliharaan pola dapat 

digunakan untuk memahami bagaimana tradisi pembagian harta warisan 

dilestarikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam 

penelitian ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor seperti nilai-nilai 

tradisional dan norma sosial yang mempengaruhi pemeliharaan pola dalam 

konteks warisan. 
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2. Teori Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Nirkonflik dari Ratno Lukito) 

Ratno Lukito menyoroti pandangan mengenai relasi hukum adat dan 

hukum Islam di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan pendekatan 

konflik, seperti yang tampak dari pandangan para cendekiawan Barat di atas 

dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali merepresentasikan 

realitas sesungguhnya dan seutuhnya di masyarakat. Meskipun, menurutnya 

pula, dalam beberapa kasus konflik antara Hukum Islam dan Adat memang 

terjadi. Secara umum melalui temuannya, Ratno ingin membantah 

pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan bukti-

bukti konkret di akar rumput. Pada banyak kasus, justru hukum Islam dan 

hukum Adat dapat hidup berdampingan. Peran dari keduanya, terutama 

dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak dapat dihilangkan. Keduanya 

tampak dapat saling bersatu padu dalam membuat formula aturat hukum 

yang baru. Ia mencontohkan bentuk relasi tersebut melalui adanya praktik 

taklik talak sebagai salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat 

muslim Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat wājibah yang 

ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat 

yang harmonis.39 

Teori tersebut bertujuan untuk membantu dalam menganalisis 

bagaimana praktik pembagian harta warisan di masyarakat Muslim 

Pekalongan tercermin dalam budaya dan nilai-nilai lokal, dengan 

                                                             
39 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 

1998), hlm. 1-2. 
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memadukan unsur-unsur budaya dan norma agama setempat, sehingga 

hasilnya akan dikategorikan dalam beberapa unsur teori tersebut. Dengan 

menggabungkan teori Struktural Fungsional dengan teori ini, penelitian 

dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang interaksi 

antara tradisi pembagian harta warisan, hukum Islam, dan norma-norma 

lokal dalam masyarakat Muslim Pekalongan. Hal ini akan membantu 

menganalisis bagaimana hukum Islam berdampingan dengan praktik lokal, 

bagaimana norma-norma diterapkan, dan bagaimana keseimbangan antara 

keduanya berkontribusi pada keberagaman dalam tradisi pembagian harta 

warisan.  

3. Teori ekologi budaya (Julian Steward) 

Teori/aliran ekologi budaya menjelaskan bahwa Dimana 

kebudayaan dipengaruhi/memiliki hubungan dengan/oleh lingkungan alam 

sekitarnya. Penjelasan untuk beberapa aspek-aspek variasi-variasi 

kebudayaan dapat dicari dalam adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. 

Ada tiga prosedur mendasar dalam mengkaji masalah ekologi budaya. 

Beberapa prosedur tersebut antara lain; (1) keterkaitan antara teknologi, 

produksi atau eksploitasi sumber daya dengan lingkungan. Teknologi 

produksi berarti berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian atau 

teknologi dalam memenuhi kebutuhan; (2) pola tindakan masyarakat dalam 

melakukan eksploitasi dan produksi sumber daya dengan menggunakan 

teknologi yang mereka miliki. Pola tindakan masyarakat ini merupakan cara 

untuk melihat apakah masyarakat dalam kegiatan berburu, meramu dan 
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memancing itu sendiri-sendiri atau berkelompok? Lalu ketika mereka 

melakukan produksi pertanian apakah masih melakukan ladang berpindah, 

membuka lahan dengan membakar yang dilakukan secara kelompok atau 

sudah mengenal sistem upah? Kedua pertanyaan tersebut merupakan cara 

untuk melihat perubahan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan 

bercocok tanam. (3) sistem nilai, sistem kepercayaan dan sistem religi. Oleh 

karena itu, Steward (1955) mengajarkan kepada kita bahwa proses dan jenis 

budaya itu dibangun melalui socioculural integration. Artinya dalam 

melihat suatu kelompok masyarakat tidak hanya dilihat dalam satu 

perubahan yang linier, tetapi juga melihat sisi lain dari masyarakat seperti 

asal-usul kelompok masyarakat, cara mereka beradaptasi dengan 

lingkungan. Fitur-fitur budaya yang ditunjukkan oleh Steward dan hasil 

penelitian Head yang ditampilkan menjadi dasar penciptaan tiga komunitas. 

(1) Forest Dependent Community; (2) Adapted Commercial Community; (3) 

Modern Community.40 

Teori ekologi budaya yang diperkenalkan oleh Julian Steward 

menjadi dasar yang sangat relevan dalam menganalisis fokus kajian 

penelitian ini tentang keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam 

masyarakat Muslim Pekalongan. Teori ini bekerja dengan cara 

mengidentifikasi keterkaitan antara alat atau peralatan yang digunakan 

dalam pembagian harta warisan dengan lingkungan alam sekitar. Dalam 

                                                             
40 Julian H. Steward, Thery of Culture Change, (London: Univ of Illinois Press, 1955), hlm. 

41-42. 



29 
 

 

konteks penelitian, peneliti dapat menganalisis bagaimana alat atau 

peralatan yang digunakan dalam praktik pembagian harta warisan 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan bagaimana alat 

tersebut memengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, teori ini 

juga membantu dalam menjelajahi pola tindakan masyarakat terkait dengan 

pembagian harta warisan, seperti apakah ada tradisi berburu, meramu, atau 

memancing yang menjadi bagian dari proses ini, serta apakah terdapat 

perubahan dalam pola tindakan masyarakat seiring waktu. Terakhir, peneliti 

dapat menganalisis bagaimana sistem nilai, kepercayaan, dan agama 

memengaruhi keputusan terkait pembagian harta warisan, serta norma-

norma agama yang mungkin memandu praktik ini dalam masyarakat 

Muslim Pekalongan. Dengan memanfaatkan teori ekologi budaya, peneliti 

dapat memahami interaksi kompleks antara budaya, lingkungan alam, dan 

faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik pembagian harta warisan, 

membantu peneliti menjelaskan dinamika yang terlibat dalam penelitian. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan 

antropologi hukum yaitu proses penelitian hukum untuk menjelaskan 

budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu 
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difungsikan,41 adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-

komparatif. Penelitian ini mengkaji tentang keberagaman tradisi pembagian 

harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan yang meliputi 

Kelurahan Kauman dan Kuripan Lor, kemudian di Kabupaten Pekalongan 

yang meliputi Desa Siwalan, Desa Api-Api, Desa Luragung, dan Desa 

Sidomulyo. 

3. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data 

Pengumpulan informasi dan data bertujuan untuk mengeksplor atau 

menggali data terkait informan keberagaman tradisi pembagian harta 

warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan dengan beberapa cara antara 

lain: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dan pencarian oleh 

peneliti secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

disoroti.42 Observasi dilakukan dengan pengamatan secara cermat dan 

sistemik terhadap keberagaman tradisi pembagian harta warisan dalam 

masyarakat muslim Pekalongan. 

 

                                                             
41 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 30. 

42 Nasution, Metode Research, ( Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 136. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara 

peneliti dengan informan untuk menggali data-data yang dibutuhkan. 

Biasanya dengan melalui Tanya jawab.43 Wawancara terhadap informan 

kunci yang dipilih secara purposive dilakukan dengan prinsip snowball 

sesuai dengan kriteria informan kunci keberagaman tradisi pembagian 

harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan yang telah 

ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang akan 

digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat 

eksploratif dan mendalam. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri 

dari aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, warga desa, dan 

pihak-pihak yang memberlakukan tradisi pembagian harta warisan 

dengan kriteria sebagai berikut: 1) Warga Kota dan Kabupaten 

Pekalongan khususnya yang terdapat di wilayah Pesisir (Desa Bebel dan 

Depok), Perkotaan (Kelurahan Keputran dan Yosorejo), dan Pegunungan 

(Desa Luragung dan Banjarsari). 2) Harta warisan yang dibagikan sesuai 

dengan tradisi di wilayah masing-masing. 

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi.44 

Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan 

                                                             
43 Ogiyanto Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), 

hlm. 114. 

44 Toha Anggro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 525.  
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menggunakan data dokumen terkait dengan keberagaman tradisi 

pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan untuk 

bisa di crosscheck atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat 

kebenarannya atau keabsahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, 

pengelolaan dan pemahaman data yang telah diperoleh melalui penelitian 

lapangan sehingga diperoleh data yang konkret. Adapun sifat penelitian 

ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

secara langsung.45 Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada perangkat 

desa/kelurahan yaitu kepala desa/lurah, tokoh agama, warga desa dan 

masyarakat Muslim di Pekalongan yang merupakan pelaku dalam 

masalah praktik pembagian warisan dengan menggunakan tradisi 

setempat. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa pertanyaan wawancara, alat tulis, kamera, dan sebagainya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara.46 Sumber data sekunder untuk 

penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait 

                                                             
45 Djam’an Satori dan Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung Alfabeta), hlm. 57. 

46 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta), hlm. 98. 
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pengangkatan anak, peraturan perundang-undangan terkait 

pengangkatan anak. 

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data 

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan 

metode triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber 

dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat 

dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang 

dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang 

digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan 

beberapa pihak yang terlibat dalam pembagian warisan menggunakan 

tradisi setempat, warga sekitar, tokoh agama, kepala desa/kelurahan 

terdapat di Pekalongan. 

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data 

sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan 

dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, 

undang-undang dan peraturan adopsi. Teknik triangulasi metode dilakukan 

dengan penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam 

mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan 
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informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi 

validitasnya.47  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model 

Interaktif Miles dan Huberman, meliputi:48 pengumpulan data, meliputi 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data 

yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan 

dengan beberapa pihak yang terlibat dalam melakukan pembagian warisan 

dengan menggunakan tradisi setempat, tokoh agama, warga sekitar, kepala 

desa/kelurahan yang terdapat di Pekalongan. Sumber data sekunder yaitu 

buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan 

pengangkatan anak, kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai 

kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitian dipaparkan secara sistematis 

mengenai penelitian ini membahas antara lain: 

Bab I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait 

isu yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, 

landasan teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

                                                             
47Toha Anggro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 528.  

48 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 120. 
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Bab II, membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada awal pembahasan akan dipaparkan tentang hukum kewarisan di Indonesia 

baik hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata, maupun hukum 

kewarisan adat. 

Bab III berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

mengenai gambaran umum masyarakat Muslim Pekalongan, meliputi letak 

geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiusitas masyarakat 

Muslim dan profil dan hasil wawancara para informan pembagian harta 

warisan masyarakat Muslim Pekalongan. 

Bab IV, Pembahasan merupakan inti dari diadakannya penelitian ini 

yang berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail 

dan mendalam. Bab ini memuat memaparkan tentang keberagaman tradisi 

pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim Pekalongan, analisis 

alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya keberagaman 

tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Pekalongan, dan 

menganalisis landasan masyarakat Muslim dalam melakukan pembagian harta 

waris. 

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang 

dibuat pada bab sebelumnya.   
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perbedaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Muslim 

Pekalongan 

Perbedaan pembagian harta waris oleh masyarakat muslim 

Pekalongan di tiga wilayah terjadi karena adanya pola Adaptation, Goal 

Attainment, Integration dan Latency yang tidak sama. Adaptasi masyarakat 

terhadap kondisi pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan geografi 

membentuk pemikiran nilai-nilai keadilan dalam hukum waris. Masyarakat 

pesisir dengan kondisi geografi maritim menyebabakna sisi ekonomi 

dikuasai oleh laki-laki. Hal itu didukung oleh pandangan keagamaan yang 

patriarki, sehingga mengedepankan laki-laki sebagai penerus harta pusaka. 

Sebaliknya, masyarakat pegunungan dengan kondisi geografi yang menarik 

menyebabkan pekerjaan-pekerjaan di dalamnya dikuasai oleh perempuan. 

Dominasi perempuan dalam relasi sosial dikonfirmasi oleh pemahaman 

keagamaan yang progresif, sehingga menyebabkan perempuan 

mendapatkan bagian waris lebih banyak. Adapun masyarakat perkotaan 

yang menjunjung nilai-nilai modernitas, serta didukung oleh kondisi 

geografis urban memungkinkan aspek ekonomi dikuasai oleh laki-laki dan 

perempuan, sehingga menyebabkan pembagian harta waris setara. Apalagi, 

pemahaman tersebut dikaitkan dengan interpretasi waris hukum Islam yang 

progresif. 
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Adaptasi tersebut menjadi menjadi tujuan (goal attainment) yang 

berasas keadilan, sehingga terintegrasi secara utuh dalam sistem 

masyarakat. Susbtansi keadilan yang demikian dipertahankan dalam tradisi 

dan kebudayaan masyarakat. Indikator nilai keadilan membentuk skema 

pembagian harta warisan yang berbeda: Masyarakat pesisir dengan 

pembagian lebih banyak kepada laki-laki; Masyarakat perkotaan dengan 

pembagian yang sama; dan Masyarakat pegunungan dengan pembagian 

lebih banyak kepada perempuan.  

2. Dasar Penentuan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Muslim 

Pekalongan 

Pembagian harta warisan di beberapa wilayah Pekalongan 

mencerminkan interaksi harmonis antara hukum Islam dan adat. Praktik 

pembagian di daerah pesisir, hukum waris Islam berdasarkan fikih klasik 

diintegrasikan dengan tradisi lokal sepikul segendongan, sehingga 

menghasilkan pembagian warisan tanpa konflik atau diskriminasi. Pada 

wilayah perkotaan, kesetaraan gender dalam pembagian warisan tercermin 

melalui interaksi yang adil antara hukum Islam dan adat, didukung oleh 

budaya perkotaan yang terbuka dan modern. Adapun di wilayah 

pegunungan, meskipun hukum waris tidak sepenuhnya mengikuti fikih 

klasik, kesepakatan ahli waris yang memberikan bagian lebih kepada 

perempuan menunjukkan nilai-nilai keadilan Islam. Tradisi lokal seperti 

pocongan dan wayangan menampilkan adaptabilitas hukum adat, yang 

memungkinkan terciptanya harmoni antara hukum Islam dan adat. Secara 
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keseluruhan, interaksi antara kedua sistem hukum ini di berbagai 

masyarakat Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat dapat 

berjalan berdampingan secara dialogis dan harmonis, mencerminkan 

dinamika sosial dan budaya yang berkembang serta terbuka terhadap 

perubahan dan nilai-nilai baru. 

Oleh karena itu, dasar penentuan pembagian harta warisan dalam 

kalangan masyarakat Muslim di Pekalongan berbeda-berbeda tergantung 

sistem, nilai-nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat di setiap 

wilayah yang berbeda. Namun, mereka semua pada dasarnya menyakini 

bahwa tradisi-tradisi pembagian harta warisan tersebut memiliki nilai-nilai 

hukum Islam yang mendasari dan memberikan legitimasi atas praktik 

tersebut. 

 

B. Saran 

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hukum kewarisan Islam 

masih sangat rendah, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan. Perlu 

adanya peningkatan kesadaran hukum terkait hukum kewarisan Islam bagi 

masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat bisa terbuka, 

sehingga bisa memberikan hukum yang terbaik. 

2. Jika masyarakat merasa adil dan bermanfaat dengan hadirnya hukum yang 

telah berlangsung sejak lama (hukum adat), maka yang diperlukan disini 

agar budaya hukum masyarakat setempat dapat diakui dan bahkan dapat 

dijadikan sumber hukum nasional dengan melalui beberapa cara yakni 
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melakukan peninjauan kembali hukum dengan mengubah norma-norma 

yang sesuai dengan asas-asas hukum yang baik dan benar, tentunya 

mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hukum yang berlaku 

di masyarakat baik hukum adat maupun agama, termasuk mekanisme-

mekanisme pengaturan lokal (inner order mechanism) yang secara empirik 

eksis dan hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat. Selain itu, 

implementasi dari substansi dan struktur hukum harus merespon dan 

mengadopsi hukum yang terdapat di masyarakat sebagai nilai-nilai yang 

telah berjalan sejak lama dan beragam Ketika semua itu bisa diberlakukan, 

maka hukum yang berlangsung hidup di masyarakat akan bisa dikemas dan 

diberlakukan dengan baik. 
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